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Kabupaten Bengkayang Nomor : 8/HK.03.1-

Kpt/6107/KPU-Kab/X/2021 Tentang Unit 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang. 

   

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nonor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 

jdih.kpu.go.id/kalbar/bengkayang



-3- 
 

2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

lingkungan Kementerian /Lembaga dan 

Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 1153); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Rapublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 

telah diubah beberpa kali dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12/SDM.05.5/ 04/2022 tanggal 4 

Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 249 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 

2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 

Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi 
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Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2022. 

 

Memperhatikan  : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 2 

Desember 2019 tentang Larangan Penerimaan 

Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan 

Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum; 

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bengkayang Nomor 10/HK.03.1-

BA/6107/2022 pada tanggal 21 Maret 2022; 

   

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BENGKAYANG NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/6107/KPU-

Kab/X/2021 TENTANG UNIT PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN BENGKAYANG. 

KESATU  : Menetapkan perubahan nama-nama keanggotaan Unit 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
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 LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BENGKAYANG 

NOMOR :  8/HK.03.1 /6107/ 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BENGKAYANG NOMOR : 8/HK.03.1-

Kpt/6107/KPU-Kab/X/2021 TENTANG 

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BENGKAYANG 

KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG 

NO NAMA JABATAN 

JABATAN 

DALAM SURAT 

KEPUTUSAN 

KET 

1 Musa Jairani, S.E. 
Ketua KPU Kab. 
Bengkayang 

Pengarah 
 

2 Erik Amatus, S.P. 
Anggota KPU Kab. 
Bengkayang 

Pengarah 
 

3 Eka Lindawati 
Anggota KPU Kab. 
Bengkayang 

Pengarah 
 

4 Heribertus, S.E. 
Anggota KPU Kab. 
Bengkayang 

Pengarah 
 

5 Hendrikus, S.E. 
Anggota KPU Kab. 
Bengkayang 

Pengarah 
 

6 Indra Yati, S.H. 
Sekretaris KPU Kab. 
Bengkayang 

Ketua 
 

7 Eka Budiawan, S.IP., M.Si. 
Kasubbag Hukum dan 
SDM 

Sekretaris 
 

8 Fernando Marulitua, S.E. 
Kasubbag Perencanaan, 
Data dan Informasi 

Anggota 
 

9 Chairunnisa, S.Kom., M.H. 
Kasubbag Keuangan, 
Umum dan Logistik 

Anggota 
 

10 Zakki Setiawan, S.H. Analis Hukum Anggota 
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